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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpastian hukum akibat disharmoni pengaturan status
kepegawaian tenaga kesehatan di Indonesia. Permasalahan hukum terletak pada perbedaan dasar pengaturan
antara rezim hukum kesehatan yang berbasis profesi dan rezim kepegawaian yang berbasis status. Penelitian
ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa disharmoni antar rezim hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum
karena tidak adanya standar pengaturan yang seragam terhadap tenaga kesehatan sebagai subjek hukum.
Berdasarkan teori kepastian hukum, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya unsur kepastian dalam
sistem hukum, sehingga diperlukan penyelarasan pengaturan untuk menjamin kepastian hukum

Kata Kunci : ketidakpastian hukum, disharmoni hukum, tenaga kesehatan

PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan nasional yang
menjalankan fungsi profesional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam perspektif
hukum, tenaga kesehatan diposisikan sebagai subjek hukum yang seharusnya memperoleh
kepastian hukum dalam menjalankan profesinya. Kepastian hukum menjadi penting agar norma
yang mengatur tenaga kesehatan dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan
perbedaan perlakuan (Radbruch, 1946/2006).

Dalam praktik, tenaga kesehatan memiliki status kepegawaian yang beragam, seperti
Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maupun tenaga kontrak.
Perbedaan status tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa konsekuensi
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yuridis karena masing-masing tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Akibatnya, pengaturan
terhadap tenaga kesehatan tidak berada dalam satu sistem hukum yang seragam, sehingga
berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan norma hukum.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan tenaga kesehatan sebagai
subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dalam menjalankan profesinya tanpa
membedakan status kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam rezim hukum
kesehatan berbasis pada profesi tenaga kesehatan.

Namun demikian, dalam praktik, penerapan norma hukum terhadap tenaga kesehatan justru
dipengaruhi oleh perbedaan status kepegawaian. Hal ini menunjukkan adanya disharmoni antara
rezim hukum kesehatan yang berbasis profesi dan rezim hukum kepegawaian yang berbasis status.
Disharmoni tersebut menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan norma hukum, yang pada
akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan sebagai subjek hukum
(Marzuki, 2016).

Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu norma hukum seharusnya memberikan
kejelasan, konsistensi, dan dapat diterapkan secara pasti. Ketika terdapat perbedaan dasar
pengaturan yang tidak selaras, maka unsur kepastian hukum tidak terpenuhi. Oleh karena itu,
penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa disharmoni pengaturan status kepegawaian tenaga
kesehatan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
disharmoni pengaturan status kepegawaian menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tenaga
kesehatan serta merumuskan konstruksi pengaturan yang mampu menjamin kepastian hukum
berdasarkan teori kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis
norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan tenaga kesehatan dan status kepegawaian,
khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk
menganalisis permasalahan hukum melalui doktrin dan konsep hukum, terutama yang berkaitan
dengan teori kepastian hukum (Radbruch, 1946/2006).

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum
dan permasalahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, kemudian mengeliminasi hal-hal
yang tidak relevan guna menetapkan isu hukum yang akan dikaji. Kedua, melakukan pengumpulan
bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan
bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan
dengan topik penelitian (Marzuki, 2016).
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Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif
melalui metode penafsiran hukum untuk mengkaji keselarasan norma serta mengidentifikasi adanya
disharmoni dalam pengaturan hukum yang berlaku. Tahap akhir penelitian ini adalah menarik
kesimpulan yang menjawab isu hukum yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan preskripsi atau
rekomendasi normatif sebagai solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disharmoni Pengaturan Status Kepegawaian sebagai Sumber Ketidakpastian Hukum bagi
Tenaga Kesehatan

Pengaturan mengenai tenaga kesehatan dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan
adanya dualisme pendekatan, yaitu pendekatan berbasis profesi dalam rezim hukum kesehatan dan
pendekatan berbasis status dalam rezim hukum kepegawaian. Dualisme ini menjadi titik awal
munculnya disharmoni norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap tenaga
kesehatan sebagai subjek hukum.

Dalam rezim hukum kesehatan, tenaga kesehatan diposisikan sebagai subjek hukum
berdasarkan profesinya. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan yang menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan
hukum dalam menjalankan praktik profesinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan
hukum bersifat melekat pada profesi tenaga kesehatan, bukan pada status kepegawaian. Dengan
demikian, pendekatan yang digunakan dalam hukum kesehatan bersifat profesi-sentris, yaitu
menitikberatkan pada fungsi tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan
pentingnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan
nasional. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pengaturan dalam rezim hukum kesehatan
berorientasi pada profesi, bukan pada klasifikasi administratif.

Namun demikian, dalam rezim hukum kepegawaian, pengaturan terhadap tenaga kesehatan
tidak didasarkan pada profesinya, melainkan pada status kepegawaiannya. Tenaga kesehatan dapat
berstatus Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maupun tenaga
kontrak, yang masing-masing tunduk pada pengaturan hukum yang berbeda. Perbedaan ini
mencakup aspek hak, kewajiban, jaminan kesejahteraan, hingga mekanisme perlindungan hukum.

Perbedaan pendekatan ini menimbulkan konflik norma yang bersifat fundamental. Rezim
hukum kesehatan berangkat dari logika profesi, sedangkan rezim hukum kepegawaian berangkat
dari logika administratif. Ketika kedua rezim ini diterapkan terhadap subjek hukum yang sama,
maka terjadi disharmoni dalam menentukan kedudukan hukum. Secara konkret, konflik tersebut
terlihat pada perbedaan perlakuan terhadap tenaga kesehatan yang memiliki profesi yang sama
namun berada dalam status kepegawaian yang berbeda.

Disharmoni tersebut berimplikasi pada tidak adanya standar pengaturan yang seragam.
Norma hukum yang seharusnya memberikan perlindungan yang universal justru menjadi
terfragmentasi. Dalam kondisi ini, hukum kehilangan kemampuannya untuk memberikan kepastian,
karena penerapan norma menjadi bergantung pada variabel administratif yang seharusnya tidak
menentukan kedudukan profesi.
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Fenomena ini sejalan dengan kajian hukum kesehatan kontemporer yang menunjukkan
bahwa fragmentasi regulasi tenaga kesehatan sering terjadi akibat tidak terintegrasinya pengaturan
antara aspek profesi dan ketenagakerjaan (Siregar & Putri, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa
disharmoni yang terjadi merupakan bagian dari problem struktural dalam regulasi sektor kesehatan.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan norma
dalam memberikan kejelasan dan konsistensi. Kepastian hukum menuntut agar norma hukum tidak
hanya jelas, tetapi juga tidak saling bertentangan. Ketika terdapat dua norma yang mengatur subjek
hukum yang sama dengan pendekatan yang berbeda, maka norma tersebut tidak dapat memberikan
kepastian hukum (Radbruch, 1946/2006).

Lebih lanjut, disharmoni ini juga mencerminkan lemahnya fungsi harmonisasi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Seharusnya, setiap norma hukum yang dibentuk
mempertimbangkan keterkaitannya dengan norma lain dalam sistem hukum. Namun dalam konteks
tenaga kesehatan, tidak terdapat mekanisme yang efektif untuk menyelaraskan pengaturan antara
rezim hukum kesehatan dan rezim hukum kepegawaian.

Dalam perspektif normatif, pengaturan mengenai perlindungan tenaga kesehatan tidak
hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat. Dalam beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, ditegaskan
bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan praktik
profesinya. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perlindungan hukum merupakan atribut yang
melekat pada profesi tenaga kesehatan, bukan pada status kepegawaian yang dimilikinya.

Ketika norma tersebut dihadapkan pada rezim hukum kepegawaian, terjadi reduksi makna
terhadap perlindungan hukum tersebut. Dalam praktik, perlindungan hukum sering kali bergantung
pada status kepegawaian, yang mengakibatkan terjadinya diferensiasi perlakuan hukum. Hal ini
menunjukkan bahwa norma hukum yang seharusnya bersifat universal menjadi bersifat relatif,
tergantung pada konstruksi administratif yang berlaku.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang bersifat ideal (das
sollen) dengan realitas penerapannya (das sein). Secara normatif, tenaga kesehatan diposisikan
sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama, namun dalam praktik, kedudukan
tersebut menjadi berbeda akibat adanya klasifikasi status kepegawaian. Perbedaan ini menimbulkan
ketidakpastian hukum karena tidak adanya kesesuaian antara norma dan praktik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa disharmoni pengaturan status kepegawaian
tenaga kesehatan merupakan sumber utama ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini bukan hanya
disebabkan oleh perbedaan norma, tetapi oleh kegagalan sistem hukum dalam mengintegrasikan
dua rezim hukum yang mengatur subjek hukum yang sama.

Analisis Kepastian Hukum dan Konstruksi Pengaturan Tenaga Kesehatan

Disharmoni norma tersebut selanjutnya perlu diuji dalam perspektif teori kepastian hukum
untuk menilai sejauh mana norma yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum terhadap
tenaga kesehatan sebagai subjek hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental hukum yang berfungsi
memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan norma hukum. Dalam
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kerangka pemikiran Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu kepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum menjadi fokus
utama karena berkaitan langsung dengan kedudukan hukum tenaga kesehatan (Radbruch,
1946/2006).

Kepastian hukum dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu kejelasan norma,
konsistensi norma, dan keterterapan norma. Ketiga indikator ini menjadi alat analisis untuk menguji
pengaturan tenaga kesehatan dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam kerangka teori kepastian hukum, ketidakpastian tidak hanya terjadi ketika norma
tidak jelas, tetapi juga ketika norma tidak diterapkan secara konsisten. Inkonsistensi ini
menyebabkan hukum kehilangan sifat prediktabilitasnya, yaitu kemampuan hukum untuk
memberikan gambaran yang pasti mengenai akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks
tenaga kesehatan, kondisi ini terlihat dari tidak adanya keseragaman dalam perlindungan hukum
terhadap tenaga kesehatan yang memiliki profesi yang sama.

Lebih lanjut, ketidakpastian hukum juga dapat dianalisis dari perspektif sistem hukum
sebagai suatu kesatuan yang utuh. Suatu sistem hukum yang baik seharusnya memiliki keterpaduan
antar norma, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam penerapannya. Namun dalam pengaturan
tenaga kesehatan, terdapat dua rezim hukum yang berjalan secara paralel tanpa adanya integrasi
yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak bekerja secara harmonis, sehingga
menghasilkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga berdampak pada aspek keadilan dan kemanfaatan.
Ketika tenaga kesehatan memperoleh perlakuan h ukum yang berbeda berdasarkan status
kepegawaiannya, maka prinsip keadilan menjadi tidak terpenuhi. Di sisi lain, ketidakpastian hukum
juga mengurangi kemanfaatan hukum karena tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal
bagi tenaga kesehatan.

Pertama, dari aspek kejelasan norma, pengaturan dalam rezim hukum kesehatan sebenarnya
telah memberikan rumusan yang jelas mengenai hak dan perlindungan tenaga kesehatan. Namun,
kejelasan tersebut menjadi tidak efektif ketika dihadapkan pada rezim hukum kepegawaian yang
membedakan perlakuan berdasarkan status. Dengan demikian, kejelasan norma menjadi tereduksi
oleh adanya norma lain yang tidak sejalan.

Kedua, dari aspek konsistensi norma, terdapat ketidaksesuaian antara norma dalam hukum
kesehatan dan hukum kepegawaian. Inkonsistensi ini terlihat dari adanya perbedaan perlakuan
terhadap tenaga kesehatan yang memiliki profesi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem
hukum tidak memenuhi prinsip non-kontradiksi.

Ketiga, dari aspek keterterapan, norma hukum tidak dapat diterapkan secara seragam karena
implementasinya bergantung pada status kepegawaian. Akibatnya, tenaga kesehatan tidak dapat
memprediksi secara pasti hak dan perlindungan hukum yang akan diperolehnya, sehingga hukum
kehilangan sifat prediktabilitasnya.

Dalam kajian hukum modern, kepastian hukum dalam sektor kesehatan sangat bergantung
pada integrasi regulasi lintas sektor, terutama antara regulasi profesi dan regulasi ketenagakerjaan
(Gostin & Wiley, 2020). Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan kemampuan sistem
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hukum dalam memberikan perlindungan yang setara bagi subjek hukum dalam kondisi yang sama
(Nugroho, 2021).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tenaga kesehatan saat
ini belum memenuhi unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan
yang mampu mengatasi disharmoni tersebut.

Rekonstruksi tersebut harus mencakup beberapa aspek. Pertama, diperlukan penegasan
normatif bahwa tenaga kesehatan merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama
tanpa dibedakan berdasarkan status kepegawaian. Kedua, diperlukan integrasi norma antara rezim
hukum kesehatan dan rezim hukum kepegawaian. Ketiga, perlu ditetapkan standar minimum
perlindungan hukum yang berlaku secara universal. Keempat, diperlukan penataan ulang sistem
peraturan perundang-undangan agar lebih terintegrasi. Kelima, diperlukan mekanisme evaluasi
regulasi untuk mencegah terjadinya disharmoni di masa depan.

Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada efektivitas sistem pelayanan kesehatan,
karena kualitas layanan sangat bergantung pada kepastian status dan perlindungan tenaga kesehatan
(World Health Organization, 2020).

Dalam perkembangan hukum modern, kepastian hukum tidak lagi dipahami secara sempit
sebagai kejelasan norma semata, melainkan juga mencakup kemampuan sistem hukum dalam
menjamin konsistensi penerapan norma terhadap subjek hukum yang memiliki karakteristik yang
sama. Dengan demikian, kepastian hukum memiliki dimensi sistemik yang menuntut adanya
keterpaduan antar norma dalam suatu sistem hukum.

Dalam konteks pengaturan tenaga kesehatan, ketidakpastian hukum yang terjadi tidak hanya
disebabkan oleh adanya perbedaan norma, tetapi juga oleh tidak adanya mekanisme integrasi antara
rezim hukum yang mengatur profesi tenaga kesehatan dan rezim hukum yang mengatur status
kepegawaian. Ketidakterpaduan ini menyebabkan hukum tidak mampu memberikan standar yang
seragam dalam menentukan kedudukan hukum tenaga kesehatan.

Lebih lanjut, ketidakpastian hukum juga dapat dianalisis melalui pendekatan fungsi hukum
sebagai sarana pengendalian sosial. Hukum seharusnya berfungsi untuk menciptakan keteraturan
dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Namun, ketika hukum tidak mampu memberikan
kepastian, maka fungsi tersebut menjadi tidak optimal. Dalam konteks tenaga kesehatan, kondisi
ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas profesional, yang pada
akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga berimplikasi pada aspek perlindungan hukum bagi
tenaga kesehatan. Perlindungan hukum seharusnya diberikan secara merata kepada seluruh tenaga
kesehatan tanpa membedakan status kepegawaian. Namun dalam praktik, perlindungan tersebut
menjadi tidak seragam akibat adanya perbedaan pengaturan dalam rezim hukum yang berbeda. Hal
ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu memberikan perlindungan yang setara bagi
subjek hukum yang berada dalam kondisi yang sama.

keadilan menuntut agar setiap subjek hukum diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Namun,
dalam pengaturan tenaga kesehatan, perbedaan status kepegawaian justru menjadi dasar perbedaan
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perlakuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum juga berdampak pada tidak
terpenuhinya prinsip keadilan dalam sistem hukum.

Ketidakpastian hukum dalam pengaturan tenaga kesehatan tidak dapat dipandang sebagai
permasalahan yang bersifat parsial, melainkan sebagai permasalahan sistemik yang memerlukan
solusi yang komprehensif. Penyelesaian terhadap permasalahan ini harus dilakukan melalui
pendekatan integratif yang mampu menyelaraskan berbagai rezim hukum yang mengatur tenaga
kesehatan.

Pendekatan integratif tersebut menuntut adanya reformulasi norma hukum yang tidak hanya
mengakomodasi kepentingan administratif, tetapi juga memperhatikan aspek profesi tenaga
kesehatan sebagai subjek hukum utama. Dengan adanya reformulasi tersebut, diharapkan tidak lagi
terjadi konflik norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, diperlukan juga penguatan fungsi harmonisasi dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap norma hukum
yang dibentuk tidak bertentangan dengan norma lain dalam sistem hukum. Dalam konteks tenaga
kesehatan, harmonisasi menjadi penting untuk menyelaraskan pengaturan antara rezim hukum
kesehatan dan rezim hukum kepegawaian.

Dengan adanya pendekatan integratif dan harmonisasi norma, diharapkan sistem hukum
dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi tenaga kesehatan. Kepastian hukum
tersebut tidak hanya penting bagi tenaga kesehatan sebagai subjek hukum, tetapi juga bagi sistem
pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Dengan demikian, dalam perspektif teori kepastian hukum, pengaturan tenaga kesehatan di
Indonesia belum memenuhi unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi
pengaturan yang bersifat sistematis dan terintegrasi agar kepastian hukum bagi tenaga kesehatan
dapat benar-benar terwujud

KESIMPULAN

Disharmoni pengaturan status kepegawaian tenaga kesehatan antara rezim hukum kesehatan
yang berbasis profesi dan rezim hukum kepegawaian yang berbasis status telah menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam menentukan kedudukan, hak, dan perlindungan hukum bagi tenaga
kesehatan. Ketidakpastian tersebut tercermin dari tidak adanya standar pengaturan yang seragam,
sehingga tenaga kesehatan dengan profesi yang sama memperoleh perlakuan hukum yang berbeda
semata-mata karena perbedaan status kepegawaian.

Ketidakpastian hukum tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari tidak selarasnya
konstruksi norma dalam sistem hukum. Dalam rezim hukum kesehatan, tenaga kesehatan
diposisikan sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan berdasarkan profesinya,
sedangkan dalam rezim hukum kepegawaian, kedudukan hukum tenaga kesehatan ditentukan oleh
status administratifnya. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum
mampu membangun keterpaduan norma dalam mengatur subjek hukum yang sama.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum
yang berlaku belum memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, dan keterterapan secara pasti. Ketika
norma hukum tidak mampu memberikan pedoman yang jelas dan seragam, maka hukum kehilangan
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fungsinya sebagai sarana untuk memberikan kepastian. Dengan demikian, ketidakpastian hukum
yang terjadi bukan sekadar akibat disharmoni norma, melainkan mencerminkan kelemahan
struktural dalam sistem hukum.

Lebih lanjut, ketidakpastian hukum tersebut juga berdampak pada efektivitas sistem
pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai aktor utama dalam pelayanan kesehatan
memerlukan kepastian hukum untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Ketika kepastian hukum
tidak terpenuhi, maka hal tersebut berpotensi menghambat kinerja tenaga kesehatan serta
menurunkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah rekonstruktif dalam pengaturan tenaga kesehatan.
Rekonstruksi tersebut harus mencakup penegasan normatif bahwa tenaga kesehatan merupakan
subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama tanpa dibedakan berdasarkan status
kepegawaian. Selain itu, diperlukan integrasi norma antara rezim hukum kesehatan dan rezim
hukum kepegawaian dalam satu kerangka pengaturan yang sistematis dan terintegrasi.

Lebih jauh, pembentuk undang-undang perlu merumuskan standar minimum perlindungan
hukum yang berlaku secara universal bagi seluruh tenaga kesehatan, yang mencakup aspek hak,
kewajiban, dan mekanisme perlindungan hukum. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan tidak
lagi terjadi perbedaan perlakuan hukum yang disebabkan oleh status kepegawaian.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tanpa adanya rekonstruksi pengaturan yang
sistematis dan terintegrasi, kepastian hukum bagi tenaga kesehatan akan tetap bersifat semu. Oleh
karena itu, pembenahan terhadap disharmoni norma menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam
rangka mewujudkan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan
secara seimbang.
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